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a.

BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN RUPATI BURU SELATAN
NOMGUR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEILANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru
Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undangn Dasar Negara Repubilik Indonesia Tahurn 1945:



S,ﬂ

_\]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negare yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahuii 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tanibehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikszan Pengelolaar dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik indonesia Nomoer 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Uiidang-Undang Ncomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbargan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomcr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan
di Provinsi Maluku {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
(Lembaran Negara Republik Iiidonesia Tahun 2009 Nomor 130);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentiikan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tehun 2011 Nomor 82, Tarnbahan lLembaran Negara
Repbulik Indonesia Nomor 5234);



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaian Negura Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tabun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noiner 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomer 4575);

Peraturan Pemerintah Nemor 56 Tahun 2095 tenteng Informasi Keuangan DNaerah (Lembaran Negara
RXepublik Indonesia Tahun 2C05 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemcrintah Nemor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penecrapan Standar
Pelayanan Minimal (Lemba.can WNegara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tabun 2005 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 4593);
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Menetapkan

20,

21.
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23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); ‘

Peraturan Pemeiintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dzerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1572);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelclaan Keuangan Daerzah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Daerah Pcdoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Xabupaten Buru Gelatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
dan

BUPATI BURU SELATAN

PERATURAN BUPAT! KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 761.705.597.0G0,00 berkurang seiumlah Rp
#8.876.183 000,00 sehingga menjadi Rp. 672.829.514.000,00 dengan rincian sebagai berikiit :

. Pendapatan
a. Semula Rp. 736.068.906.C00,00
b. Berkurang (Rp. 79.568.492.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 656.500.414.000,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 751.705.697.000,00
b. Berkurang (Rp. 38.876.183.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rn. 672.829.514.0CC,00
Surplus/ (Deiisit) setelah Perubahan (Rp. 16.329.100 009,00)
J.  Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 26.136.791.000 00
2) Berkurang (Rp. 9.307.691.000,00
Jumlah Penerimaarn setelah Perubahan Rp. 16.829.100.000,00
b. Pengeluaran ,
1) Semula Rp. 5C0.009.000,00
21 Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,60

Jum'ah Pengeluaran setelah Ferubahan Ro. 500.000.000,00




Jumlah Pembiayaan Neto setclah perubahan Rp. 16.329.100.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubaban Rp. 0,00

Pasai 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

L t I
pabcu (o)

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut daiam Lampiran 2 Peraturan Bupati in!.

Pgsal 4

Lampiran sebagaunana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak ternisahkan dari Peratuian Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD vng ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal o

Peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, miemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Namrole
‘ pada tanggal 05 November 2020

um IPATI BURU SELATAN

D dar;gk&n di Namrole

ISKANDAR WALLA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ...
Salinan sesuai dengan asiiuya

Plt, ALA BAGIAN HUKUM,

‘ THENU, SH. M.S1
NIP. 19740621 200612 1 002

vii



